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Abstrak : Tanggung jawab BPJS Kesehatan terhadap klaim  hak-hak peserta 
yang belum terpenuhi saat menjalani  perawatan rawat inap di Rumah Sakit 
Umum Daerah  Jayapura, pada prinsipnya belum sesuai dengan apa yang 
diharapkan, teristimewa terkait prosedur administrsi yang rumit serta untuk 
mengklaim biaya yang dikeluarkan oleh keluarga atau pasien perserta BPJS 
itu pengurusannya memakan waktu yang lama.  
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PENAHULUAN 
Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, 
sehingga pembangunan di berbagai bidang kehidupan terus dibangun dan 
dibenahi. Salah satu program pembangunan yang sangat penting adalah di 
bidang kesehatan. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 
batin,  bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu  
pembangunan kesehatan merupakan  bagian dari pembangunan nasional 
yang bertujuan meningkatkan kesehatan yang baik bagi seluruh masyarakat 
Indonesia, sehingga  berbagai upaya telah dilakukan lewat pembagunan 
kesehatan  untuk mencapai pertumbuhan dan berkembang masyarakat yang 
sehat jasmani dan rohani  serta  memiliki daya pikir yang cerdas dan 
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berintelektual yang tinggi  yang akan berdampak baik terhadap seluruh aspek 
pembangunan yang lain. 
Berbagai strategi pembangunan dibidang kesehatan telah dilakukan 
oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanann kesehatan yang baik bagi  
seluruh masyarakat indonesia, tetapi dalam kenyataan masih banyak 
masyarakat yang belum mendapatkan pelayananan kesehatan yang baik 
karena kurang mampu dalam membiayai hidupnya ketika ia sakit. Hal ini 
disebabkan oleh rendahnya upah yang diterima oleh para tenaga kerja di 
beberapa bidang lapangan pekerjaan, juga banyak masyarakat yang tidak 
mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga dapat mempengaruhi taraf hidup 
rakyat yang  berpenghasilan rendah dan tidak berpenghasilan tetap,  
sehingga dalam  mendapatkan pengobatan yang layak dan baik, mereka 
tidak mampu berobat karena tingginya biaya pengobatan dan juga 
terbatasnya tenaga medis serta sarana prasarana penunjang kesehatan   di 
kota maupun di daearah- daerah terpencil. Berbagai kekurangan dan kendala 
menjadi sebuah tantangan yang menghambat tercapainya tujuan negara 
dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dibidang kesehatan. 
Kenyataan yang terjadi sampai saat ini adalah derajat kesehatan masyarakat 
masih rendah, khususnya masyarakat kurang mampu. Hal ini dapat 
digambarkan bahwa pelayanan kesehatan di berbagai tingkatan  belum 
tercapai apa yang diharapkan oleh negara dan juga masyarakat,  angka 
kematian ibu dan bayi sangat tinggi, terutama terjadi pada masyarakat yang 
kurang mampu,  juga berbagai penyakit yang kadang di derita oleh 
masyarakat yang ekonominya rendah  tidak dapat berobat secara baik 
karena tidak ada biaya sehingga  penyakit yang diderita merenggut banyak 
nyawa. Berbagai kenyataan yang  dihadapi oleh masyarakat yang menjadi 
sasaran dari  pembangunan itu sendiri dan juga yang adalah sumber daya 
manusia yang akan mampu mengerakkan pembagunan disegala aspek 
kurang mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai sesuai standar 
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kesehatan nasional. Maka berbagai kebijakan telah dilakukan oleh 
Pemerintah, yaitu Eksekutif dan Legislatif untuk menjawab apa yang menjadi 
tujuan dan strategi pembangunan dibidang kesehatan dengan suatu 
pertimbangan akan memberikan bantuan iuran dari dana APBN (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara) dalam membantu masyarakat miskin dan 
masyarakat yang kurang mampu. Oleh sebab itu  Pemerintah   mendirikan 
sebuah badan hukum milik negara yang menjamin kehidupan sosial 
masyarakat Indonesia secara  menyeluruh Sesuai  dengan  amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) 
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 
dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat  Nomor X/MPR/2001 butir 5.E.2. Presiden 
ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka 
memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih meyeluruh dan 
terpadu. 
 Pada tanggal 29 Oktober 2004 Presiden Megawati Soekarno Putri, 
membentuk Sisten Jaminan Sosial Nasiona selanjutnya disebut dengan 
SJSN dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan untuk 
melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka dibentuk   Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial yang selanjutnya disebut dengan BPJS, dalam pelayanannnya BPJS 
terbagi atas dua yaitu, BPJS Kesehatan dan BPJS Jaminan 
Ketenagakerjaan. Untuk melaksanan tugas dan pelayanan    BPJS 
Kesehatan,  maka Presiden membentuk Peraturan Presiden No 12 Tahun 
2013  tentanng BPJS Kesehatan, dan beberapa kali Presiden mengeluarkan 
Peraturan Presiden hingga tahun 2018 dengan Peraturan Presiden No 82 
Tahun 2018 Untuk mengoptimalkan Pelayanan BPJS Kesehatan terhadap 
peserta BPJS Kesehatan.  Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 
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Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah 
memiliki Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berlaku untuk seluruh Rakyat 
Indonesia. Badan Penyelenggara sistem Jaminan Sosial Nasional  berbentuk 
badan hukum publik berdasarkan prinsip gotong royong, nirlaba, 
keterbukaan, kehatian-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat 
wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial digunakan 
seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya 
kepentingan peserta. 
Menurut penjelasan umum Undang-Undang Penyelenggara Jaminan 
Sosial maka, dibentuk dua jenis BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS 
ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan meyelenggarakan program jaminan 
kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan 
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. 
Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepersertaan program 
jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perhatian Negara dalam 
menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai yang terdapat dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesai Tahun 1945 alinea 
keempat di mana tujuan Negara Indonesia adalah mensejahterakan 
kehidupan bangsa. Selain itu negara Indonesia yang berbentuk welfare state 
(negara kesejahteraan) mewajibkan Negara Indonesia untuk menjamin 
kesejahteraan masyarakatnya tanpa pandang bulu. Dan untuk melaksanakan 
BPJS (Badan Penyelenggara Sisten Jaminan Sosial) Kesehatan, dibentuk 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Jaminan 
Kesehatan.  
Tanggung jawab BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan 
pesertanya tentu saja BPJS Kesehatan akan melakukan kerja sama dengan 
pihak pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit dengan berbagai kriteria 
penilaian baik terhadap   akreditasi rumah sakit, fasilitas kesehatan, tenaga 
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medis dan juga pelayan-pelayanan yang memadai yang menunjang proses 
pelayanan kesehatan yang baik dan memuaskan bagi peserta BPJS 
Kesehatan. 
            Rumah Sakit Umum  Daerah   Jayapura sebagai mitra kerja yang 
dirujuk oleh BPJS Kesehatan, mempunyai peranan yang sangat penting 
dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang 
berada di Propinsi Papua yang hendak menjalani perawatan kesehatan, dan 
juga perawatan  rawat inap Tingkat pertama. Rumah sakit Umum Daerah 
Jayapura sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan diharapkan  dapat melakukan 
pelayanan kesehatan yang baik dan Prima bagi  Peserta BPJS Kesehatan 
dalam  berbagai kebutuhan baik fasilitas kamar, obat, tenaga keperawatan  
yang profesional , tenaga dokter ahli selalu siap memberikan pelayanan bagi 
peserta BPJS Kesehatan, sehingga peserta BPJS Kesehatan yang ada di 
Propinsi Papua, khususnya yang mendapatkan pelayanan Kesehatan di 
Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura  tidak lagi komplain tentang fasilitas 
ruang perawatan, pembelian obat diluar rumah sakit, dan juga  keluhan dari 
peserta BPJS Kesehatan terhadap BPJS Kesehatan terkait kepengurusan  
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang rumit dan lama, karena 
kurangnya sosialisasi dari  BPJS Kesehatan kepada Pesertanya.  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Tanggung Jawab BPJS 
Kesehatan Terhadap Klaim Hak-Hak Pesertanya Yang Belum Terpenuhi Saat 
Menjalani Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. 
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PEMBAHASAN DAN ANALISA 
 
Kewajiban BPJS Kesehatan di dalam melaksanakan tugas dan 
tangunggjawab adalah sebagai berikut: 
a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta. Yang dimaksudkan 
dengan nomor identitas tunggal adalah nomor yang diberikan secara 
khusus oleh BPJS kepada setiap peserta untuk menjamin tertib 
administrasi atas hak dan kewajiban setiap peserta. Nomor identitas 
tunggal berlaku untuk semua jenis program jaminan sosial. 
b. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk 
sebesar-besarnya kepentingan peserta. 
c. Memberikan informasi melaui media masa cetak dan elektronik mengenai 
kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya. 
Informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan BPJS mencakup 
informasi mengenai jumlah aset liabilitas, penerimaan dan pengeluaran 
untuk setiap Dana Jaminan Sosial dan/atau jumlah aset dan liabilitas, 
penerimaan dan pengeluaran BPJS. 
d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-
Undang tentang sistem Jaminan Sosial Nasional. 
e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban 
untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. 
f. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur memperoleh 
hak dan memenuhi kewajibannya. 
g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua 
dan pengembangannya 1 kali dalam 1 tahun. 
h. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 
kali dalam 1 tahun 
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i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang 
lazim dan berlaku umum. 
j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku 
dalam penyelenggara Jaminan Sosial. 
k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, 
secara berkala 6 bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada 
DJSN. 
Menurut  dr. Ema Come2 selaku Kepala BPJS Kesehatan Rumah Sakit 
Umum Daerah Jayapura, mengatakan bahwa, tanggungjawab BPJS 
Kesehatan Kepada Pasien peserta BPJS Kesehatan yang menjalani 
perawatan rawat inap, yang tidak mendapatkan hak ruang perawatan sesuai 
hak yang dibayarkan maka, pasien peserta BPJS  ketika mereka melalui 
tahapan rawat inap pada fasilitas rawat inap tingakat pertama melalaui UGD, 
biasanya dokter dan perawat di UGD koordinasi dengan perawat diruangan 
perawatan yang sesuai dengan hak pasien tersebut, ketika ruang misalkan 
ketika ruang kelas 2 ful, maka kami akan menitipkan keruang kelas tiga, jika 
ruang kelas tiga penuh maka kami akan menitipkan ke bangsa dan biasanya 
penitipan ini bisa kami lakukan hingga ke kelas VIP, tetapi atas pesetujuan 
pasien, akan tetapi  yang terjadi selama ini ketika mereka bayarnya kelas tiga 
lalu kelas tiga penuh maka kami taruh di kelas dua, setelah ada tempat tidur 
yang kosong di kelas tiga dan pasien tersebut mau dipindahkan mereka 
menolak dengan alasan kami akan bayar selisihnya. Demikian juga ada yang 
bayar kelas dua tetapi karena kelas dua penuh maka kami bisa titip sampai di 
VIP, saat ada ruangan kelas dua yang kosong dan kami akan memindahkan 
mereka ke ruang kelas dua,   sering pasien menolak bahwa kami sudah 
nyaman disini kami akan bayar selisihnya, ada juga pasien yang komplain 
terhadap haknya dan kami tungguh untuk mengembalikan selisih biayanya 
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tetapi ada pasien yang datang  melaporkan dan ada juga yang  tidak datang 
untuk melaporkan. 
Selanjutnya dr. Ema Come mengatakan, tanggungjawab BPJS 
Kesehatan terhadap pasien yang tidak bisa mendapatkan obat yang 
seharusnya diterima di ruang perawatan sesuai hak pasien yang dibayarkan 
adalah bahwa hal ini memang merupakan kekurangan kami di rumah sakit, 
karena kadang obat yang ditanggung oleh BPJS adalah obat Formularium, 
dan ketika dirumah sakit tidak ada maka biasanya petugas yang ada  ruang 
perawatan akan koordinasi dengan petugas apotik rumah sakit, kemudian 
petugas apotik akan mencopy resep dan meminta ke apotik rekanan BPJS 
Kesehatan, dan kadang obatnya tersedia kadang juga obatnya habis 
sehingga yang terjadi pasien membeli diluar, ada juga pasien yang dr. 
memberikan resep obat paten karena permintaan pasien atau saran dr. agar 
pasien cepat pulih. sering obat habis adapun alasan apotik rekanan  bahwa 
obat habis, kami belum mendapatkan pengiriman obat, dan ini pun membuat 
pasien mengeluh dan komplain. Jika pasien membeli obat diluar maka BPJS 
akan mengembalikan selisih biaya sesuai tanggungan BPJS. 
Kemudian menurut Regina Warwe S.Sit., M.Kes.3 sebagai PPTK BPJS  
Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, mengatakan bahwa tanggungjawab 
BPJS terhadap pasien BPJS yang akan mendapatkan tindakan Operasi,  
mereka harus menunggu kapastian  dan waktunya   lama, sedangkan pasien 
kan harus segera ditolong agar cepat sembuh, maka Rumah Sakit Umum 
Daerah jayapura kadang merujuk pasien BPJS ke Rumah sakit mitra BPJS 
Kesehatan lain, seperti Rumah Sakit Umum Abepura, Rumah Sakit 
Bhayangkara, Rumah sakit Aryoko, Rumah Sakit Dian Harapan,  agar 
mereka segera ditolong. Hal ini terjadi karena keterbatasan Rumah sakit 
Umum Daerah  Jayapura dalam Hal  tenaga dokter ahli yang terbatas, alat 
 
3 Hasil wawancara tanggal 08 Juni 2018 
Analisis Tanggungjawab BPJS Kesehatan..... Farida Tuharea 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 8 NOMOR 2, JULI 2018 183 
operasi yang rusak, alat steril ruang operasi yang rusak  dan masalah air 
bersih yang kurang, yang kadang membuat pasien tidak bisa dioperasi 
secepatnya, 
Terkait tanggung jawab BPJS, menurut pasien Bapak Yusuf’ dan Ibu 
Ana dalam hal pelayan terhadap pasien BPJS mengatakan bahwa, saat 
mereka sakit dan berobat mereka sangat susah untuk mengurus administrasi 
karena berbelit-belit dan lama serta kadang kala obat yang diresepkan oleh 
dr,  tidak ada di Rumah sakit, sehingga harus dibeli sendiri, kemudian untuk 
mengklaimnya prosesnya memakan waktu lama.4 
Program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 
bidang kesehatan melalui program BPJS kesehatan, seharusnya 
memudahkan dan dapat membantu masyarakat yang sakit dan 
membutuhkan pertolongan . BPJS selaku penyelenggara, harus 
bertanggungjawab terhadap masyarakat yang menjadi peserta BPJS 
kesehatan. Pelayanan kesehatan yang terbaik adalah hak peserta BPJS 
kesehatan yang merupakan tanggung jawab mutlak BPJS kesehatan.  
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Berbagai strategi pembangunan dibidang kesehatan telah dilakukan 
oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanann kesehatan yang baik bagi  
seluruh masyarakat indonesia, tetapi dalam kenyataan masih banyak 
masyarakat yang belum mendapatkan pelayananan kesehatan yang baik 
karena kurang mampu dalam membiayai hidupnya ketika ia sakit. Berbagai 
kekurangan dan kendala menjadi sebuah tantangan yang menghambat 
tercapainya tujuan negara dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat 
dibidang kesehatan. Kenyataan yang terjadi sampai saat ini adalah derajat 
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kesehatan masyarakat masih rendah, khususnya masyarakat kurang mampu. 
Hal ini dapat digambarkan bahwa pelayanan kesehatan di berbagai tingkatan  
belum tercapai apa yang diharapkan oleh negara dan juga masyarakat,  
angka kematian ibu dan bayi sangat tinggi, terutama terjadi pada masyarakat 
yang kurang mampu,  juga berbagai penyakit yang kadang di derita oleh 
masyarakat yang ekonominya rendah  tidak dapat berobat secara baik 
karena tidak ada biaya sehingga  penyakit yang diderita merenggut banyak 
nyawa. Jadi tanggung jawab BPJS Kesehatan terhadap klaim  hak-hak 
peserta yang belum terpenuhi saat menjalani  perawatan rawat inap di 
Rumah Sakit Umum Daerah  Jayapura, pada prinsipnya belum sesuai 
dengan apa yang diharapkan, teristimewa terkait prosedur administrsi yang 
rumit serta untuk mengklaim biaya yang dikeluarkan oleh keluarga atau 
pasien perserta BPJS itu pengurusannya memakan waktu yang lama.  
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